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Abstract

The article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPU's decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.
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Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi
A. Pendahuluan

Pada era globalisasi yang semakin berkembangnya teknologi dan pengetahuan membuat para pelaku usaha untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga mengakibatkan bermunculan praktek persaingan yang tidak sehat. Salah satu tindakan dalam persaingan usaha tidak sehat yang terjadi berupa adanya para pengusaha yang dekat dengan atau memiliki koneksi dengan elit kekuasaan memiliki kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Praktek persaingan usaha yang tidak sehat mengarahkan kepada ketidaksejahteraan masyarakat, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Suatu hal yang mutlak untuk setiap negara melakukan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan sekaligus memajukan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran setiap masyarakat (Asmawi Rewansyah, 2010: 34).
Salah satu bentuk perwujudan adanya upaya penyeimbang kemajuan pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 (Undang-Undang Anti Monopoli). Undang-Undang Anti Monopoli telah mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Yakub Adi Krisanto, 2006: 66). 
Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan pesaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender. Adapun tujuan dilaksanakannya tender adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing, sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas terbaik. Sehubungan dengan pelanggaran persekongkolan dalam tender yang pengaturannya telah tegas diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli, maka sesuai perannya bagi KPPU telah menetapkan Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender. Berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli yang berbunyi Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang Anti Monopoli, hal tersebut merupakan tugas dari KPPU. Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang dibuat oleh KPPU tersebut antara lain bertujuan untuk:

1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini;

3. Digunakan oleh semua pihak sebagai landasan dalam berperilaku agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan selanjutnya untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang tumbuh secara wajar.
Pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh suatu komisi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang dibentuk dengan suatu Keputusan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU bertindak sebagai lembaga negara komplementar (state auxiliary organ) yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan termasuk lembaga quasi judicial karena KPPU memiliki kewenangan yang serupa dengan badan pengadilan, salah satunya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan dan putusan (Alun Simbolon, 2012: 377).
Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Tanah Karo Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 terdapat persekongkolan tender dengan sistem elektronik pada pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Walaupun pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sudah menggunakan sistem elektronik, tetapi masih ada kasus persekongkolan yang terjadi. Persekongkolan tender yang diterapkan dengan cara mengikutsertakan hubungan keluarga agar dapat memenangkan tender. Keluarga tersebut mendirikan beberapa perusahaan dengan nama yang berbeda, kemudian mengikuti tender yang sama. Dokumen yang diberikan saat mengikuti ternder tersebut adalah sama, tetapi Pokja tidak memperdulikan dan meloloskan perusahaan tersebut. Kemudian KPPU yang memiliki tugas untuk menindaklanjuti kasus tersebut mengeluarkan putusan. Putusan dari KKPU tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli terkait dengan sanksi yang diberikan kepada terlapor yang sudah terbukti bersalah. 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dalam artikel ini akan dibahas: Bagaimana cara pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dikaitkan putusan KPPU Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 pada persekongkolan tender?
B. Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dengan kepustakaan, sehingga disebut dengan penulisan hukum normatif. Oleh karena itu titik berat akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penulisan dan teori-teori para ahli sehingga tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis (Amirudin & Zainal Asikin, 2004: 120-132). Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan hukum ini bersifat preskriptif, karena penulisan ini mengkaji permasalahan norma-norma hukum (Peter Mahmud, 2016: 35). Sifat yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif dengan tujuan menerangkan sejelas mungkin (Soerjono Soekanto, 2013: 47) mengenai amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang belum sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Adapun pendekatan yang penelitian menggunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan logika deduksi dan logika induksi.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penerapan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di Indonesia sudah menggunakan sistem elektronik (e-procurement). E-procurement merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pencarian sumber pembelian (Stanley N. Sherman, 1991: 46). Sistem e-procurument yang dipergunakan di Indonesia, yaitu (Mustofa Kamal, 2012: 66):
1. E-tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu tertentu. Jenisnya terdiri dari e-lelang, dan e-seleksi; dan 

2. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 menggunakan sistem e-tendering saat memilih Penyedia Barang/Jasa. Pada proses e-tendering terdapat tindakan persekongkolan tender yang bertentangan dengan peraturan berlaku khususnya Undang-Undang Anti Monopoli. Persekongkolan tender yang dimaksud adalah persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya (Susanti Adi Nugroho, 2014: 292), sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan (Susanti Adi Nugroho, 2014: 292). Penerapan persekongkolan horizontal pada putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 adalah PT. Sabaritha Perkasa Abadi melakukan persekongkolan tender dengan PT. Dian Perkasa dengan cara menyusun dokumen penawaran pada Dokumen Pengadaan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama dan adanya hubungan keluarga antara PT. Subur Sari Lastderich,PT. Sabaritha, dan PT. Dian Perkasa.

 Penerapan persekongklan vertikal adalah Pokja tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang PT. Sabaritha Perkasa Abadi yang terindikasi melakukan persekongkolan tender karena terdapat kesamaan di dalam Dokumen Penawaran dengan PT. Dian Perkasa, sekaligus terdapat hubungan keluarga dengan PT. Subur Sari Lastderich dan PT. Dian Perkasa. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada Pasal 44 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik”.
  Namun, berpedoman pada Peraturan Presiden tidak permasalahan tentang adanya hubungan keluarga terkait tender. Berdasarkan teori mengenai jenjang norma hukum (Stufentheorie) dari Hans Kelsen yang berpendapat bahwa berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm) (Hans Kelsen, 1999: 47). Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dalam Pasal 7 menyebutkan sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Pada pasal tersebut memaparkan sekaligus menjelaskan bahwa posisi Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Presiden, sehingga yang dijadikan dasar hukum adalah Undang-Undang. Hal tersebut mempunyai makna yang sama dengan azaz hukum, yaitu: Lex Superiori Derogat Lex Inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) (Pan Mohammad Faiz, 2009: 139-140).

Dampak negatif atau akibat kerugian dari adanya persekongkolan tender, yaitu (Apectriyas Zihaningrum, 2016: 110):

1. Menciptakan hambatan bagi peserta tender lainnya yang justru lebih berpotensi untuk menang dikarenakan baik produk barang dan/atau jasa yang ditawarkannya jauh lebih baik dari pemenang tender yang lebih baik dari pemenang tender yang telah ditentukan dari adanya persekongkolan;

2. Menimbulkan kerugian pada Negara sebab pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menggunakan anggaran pemerintah;

3. Menimbulkan kerugian immaterial yaitu berkurangnya kepercayaan pasar khususnya masyarakat yang mengetahui perihal adanya tender tersebut terhadap kredibilitas pemerintah atau aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender (panitia tender).
Dampak dari persekongkolan tender yang salah satunya adalah tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender dapat mencerminkan bahwa adanya pemilihan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa yang semu (Alun Simbolon, 2014: 66). 
John Rawls berpendapat dalam teori “Justice as fairness” bahwa masyarakat berusaha harus untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil (Pan Mohammad Faiz, 2009: 139-140). Pada kasus tersebut tidak ada prinsip “Keadilan” yang telah diterapkan, karena adanya persekongkolan tender yang dilakukan oleh peserta tender, yaitu: PT. Subur Sari Lastderich, PT. Dian Perkasa, dan PT. Sabaritha Perkasa Abadi yang mengakibatkan peserta tender lainnya tidak diberikan hak yang sama untuk mengikuti tender tersebut. Prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan dapat dapat diimplementasikan dalam kasus ini saat pengadaan barang dan/atau jasa diumumkan melalui website yang khusus terkait e-procurement yang merupakan kesepakatan dari beberapa pihak terkait termasuk Pemerintah Indonesia dengan instansi dan/atau perusahaan lainnya yang menyepakati bahwa pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan melalui e-tendering. Hal lain yang bertentangan dengan “Keadilan sebagai fairness” adalah tidak mengindahkan adanya hak dasar peserta tender lainnya (Cheng Siew Goh and Hamzah Abdul Rahman, 2013: 21), sehingga PT. Subur Sari Lastderich, PT. Dian Perkasa, dan PT. Sabaritha Perkasa Abadi hanya memikirkan keuntungan semata. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Dian Perkasa, dan PT. Sabaritha Perkasa Abadi juga merugikan perserta tender lainnya yang ikut dalam tender tersebut.

Putusan dari KPPU terkait Nomor putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 juga belum mencerminkan dari putusan yang bersifat “Keadilan”. Amar putusan KPPU yang belum sesuai dengan tujuan hukum terkait keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, yaitu:

1. Terlapor I dalam kasus ini adalah Pokja terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli (persekongkolan tender) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Namun, dalam putusan tersebut tidak ada tindak lanjut dari putusan tersebut. Pokja dalam hal ini adalah Pegawai Pemerintah yang secara peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undnagan, maka penegak hukum yang berhak memberikan sanksi. Peran KKPU untuk memberikan sanksi kepada Pegawai Pemerintah tidak menjadi wewenang dan tugas dari KPPU, sehingga sebaiknya dalam putusan KPPU tersebut memberikan paparan tentang bagaimana tindak lanjut setelah Terlapor I (Pokja) terbukti bersalah. Tindak lanjutnya dari putusan tersebut dapat berupa KPPU menyampaikan informasi tentang persekongkolan tender tersebut kepada atasan pegawai atau pejabat bersangkutan (penegak hukum yang dapat terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha berupa sanksi administrasi yang menghukum pelaku usaha untuk membayar denda. KPPU dalam menentukan besaran denda akan menempuh 2 (dua) langkah, yaitu KPPU akan menentukan besaran nilai dasar dan selanjutnya melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, 2009: 9). Pada kasus tender, perhitungan nilai dasar dari harga pemenang tender (Andi Fahmi Lubis, 2009: 57). Penentuan proporsi penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus seharusnya berada di titik tertinggi atau titik terendah (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, 2009: 9). KPPU akan mempertimbangkan berbagai macam faktor yang meliputi sebagai berikut (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, 2009: 9):
a. Skala perusahaan;

b. Jenis pelanggaran;

c. Gabungan pangsa pasar dari para terlapor;

d. Cakupan wilayah geografis pelanggaran dan;

e. Telah atau belum dilaknsakan pelanggaran tersebut.

KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait sebagai berikut (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif, 2009: 10):

1. Hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut:

a. Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan;
b. Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
c. Bagi pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.

2. Hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

a. Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan;
b. Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja;
c. Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal;
d. Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
e. Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundang-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang;
f. Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan dari pelaku usaha.

Pada kasus tersebut pemberian denda pada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak sama. Perhitungan pemberian denda sebagai berikut (Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2015 tentang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts. Kab. Simalungun-Bts. Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, 2015: 154):

1. Terlapor II adalah 90 % dari nilai dasar denda ditambah dengan denda pemberat sebesar 90% karena merupakan perusahaan pemenang tender dan tidak kooperatif dalam persidangan;

2. Terlapor III adalah 90 % dari nilai dasar denda ditambah dengan denda pemberat sebesar 90% karena merupakan perusahaan pemenang tender dan tidak kooperatif dalam persidangan; dan 

3. Terlapor IV adalah 20 % dari nilai dasar denda karena merupakan perusahaan pendamping, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 90% karena bersikap kooperatif saat persidangan.

Menurut penulis pembagian besaran persentase denda yang diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah tidak adil. Hal itu karena terdapat jarak yang jauh antara para pihak yang terbukti bersalah. Sebagai contoh persentase 90 % dan 20 % yang diberikan kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan alasan perusahaan pemenang tender dan perusahaan pendamping tidak adil. Hal itu dikarenakan bahwa faktanya Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti bersalah dan melakukan persekongkolan tender. Akibatnya persentase yang 20 % seharusnya lebih, dengan tujuan memberikan efek jera dan tidak dicontoh oleh pelaku usaha lainnya. 

Pendapat penulis dengan pemberian persentase denda kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terkait alasan sikap yang tidak kooperatif dan kooperatif saat di persidangan dengan persentase ditambah 90 % untuk sikap tidak kooperatif dan dikurangi 90 % untuk sikap yang kooperatif juga tidak adil. Hal itu dikarenakan karena perbedaan jarak pemberian persentase yang cukup jauh. Paparan tentang pemberian persentase denda kepada Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berakibat pada jumlah nilai uang yang menjadi tanggung jawab Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk membayar denda. Denda yang harus dibayar oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai berikut (Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2015 tentang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts. Kab. Simalungun-Bts. Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, 2015: 156):

1. Terlapor II membayar denda sebesar Rp.3.750.000.000,-;

2. Terlapor III membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,-dan;

3. Terlapor IV membayar denda sebesar Rp.125.000.000,-

Pemberian denda kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak sesuai dengan Pasal 47 Huruf g Undang-Undang Anti Monopoli terkait Sanksi Administrasi. Pasal 47 Huruf g Undang-Undang Anti Monopoli menyebutkan sebagai berikut:
“Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)”.

D. Simpulan

Pada kasus Putusan KPPU Nomor putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan dengan sistem elektronik (e-procurement) terdapat persekongkolan tender yang melibatkan hubungan keluarga antara PT. Subur Sari Lastderich,PT. Sabaritha, dan PT. Dian Perkasa. Hal lain yang dilakukan dalam persekongkolan tender tersebut adalah pada saat menyusun dokumen dalam Dokumen Penawaran yang terbukti sama antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa.

Persekongkolan tender juga terjadi antara Pokja tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang PT. Sabaritha Perkasa Abadi yang terindikasi melakukan persekongkolan tender karena terdapat kesamaan di dalam Dokumen Penawaran dengan PT. Dian Perkasa.

Putusan dari KPPU Nomor Putusan KPPU Nomor putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dalam pemberian sanksi yang bagi Para Terlapor belum memberikan rasa “Keadilan”. Hal itu dikarenakan tidak ada tindaklanjut dari Terlapor I yang terbukti bersalah dan pemberian sanksi denda bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam penentuan besaran denda masih jauh dari rasa “Keadilan”.

E. Saran

Penulis berpendapat bahwa untuk kedepannya Undang-Undang Anti Monopoli segera untuk direvisi. Hal itu dikarenakan bahwa agar terdapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam pemberian sanksi yang diberikan bagi pihak yang terbukti bersalah. Pedoman penulis berdasarkan teori dari Roscou Pound. Menurut Roscou Pound yang mengembangkan konsep “law as tool of social engineering” (hukum berfungsi sebagai sarana (alat) untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kepastian hukum, pembaharuan masyarakat dan lain-lain sebagainya) (Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013: 139). Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Anti Monopoli yang sudah direvisi diharapkan berfungsi sebagai sarana (alat) khususnya para pelaku usaha untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketertiban dalam mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
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